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ABSTRAK

Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup
masyarakat, yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia sebagai
indikator keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji bagaimana pengaruh variabel belanja pemerintah fungsi pendidikan, upah
minimum, kepadatan penduduk dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) di Pulau Sumatera. Metode analisis yang digunakan adalah regresi
data panel dengan pendekatan Random Effect Model (REM). Penelitian ini
menggunakan data sekunder pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera rentan waktu
2019-2023. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upah minimum dan
kepadatan penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM,
sementara belanja pemerintah fungsi pendidikan dan kemiskinan memiliki

pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap IPM di Pulau Sumatera.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Pemerintah Fungsi
Pendidikan, Upah Minimum, Kepadatan Penduduk, Kemiskinan.
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ABSTRACT

The main goal of development is to improve the quality of life of the people,
which can be measured through the Human Development Index as an indicator of
the success of a region's development. This study aims to examine how the influence
of government expenditure on education function, minimum wage, population
density and poverty rates affect the Human Development Index (HDI) in Sumatra
Island. The analysis method used is panel data regression with the Random Effect
Model (REM) approach. This study uses secondary data from 10 provinces in
Sumatra Island over the period of 2019-2023. From the research results, it can be
concluded that minimum wage and population density have a positive and
significant effect on HDI, while government expenditure on education function and

poverty have a negative and significant effect on HDI in Sumatra Island.

Keywords: Human Development Index, Government Expenditure on Education
Function, Minimum Wage, Population Density, Poverty.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencapaian pembangunan suatu negara bukan hanya bergantung pada
tingkat pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperhatikan kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM) yang sehat, cerdas serta produktif yang berdampak besar
dalam mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi (Ardiningrum et al.,
2021). Kualitas manusia menjadi faktor kunci dalam mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan, dengan mengembangkan dan
mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Manusia merupakan kekayaan bangsa
yang sesungguhnya. Manusia berperan sebagai objek serta subjek dalam
pembangunan yang memajukan negara. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
membutuhkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan
pendapatan. Oleh karena itu, pembangunan harus fokus pada distribusi
kebutuhan pokok secara adil, peningkatan standar hidup, dan akses terhadap
kegiatan ekonomi serta sosial (Sangkereng et al., 2019).

Pada tahun 1990 United Nation Development Programme (UNDP)
memperkenalkan konsep untuk mengukur kualitas pembangunan manusia dan
kemudian disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (Human Development
Index). Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini menilai pencapaian
kesejahteraan manusia melalui tiga komponen dasar yaitu kesehatan,
pendidikan dan aspek ekonomi. Kemudian, UNDP (2004) menjelaskan bahwa

pembangunan sumber daya manusia (human capital) bukan hanya dipandang



sebagai target akhir, melainkan menjadi proses berkelanjutan yang mencakup
empat faktor penting, yaitu keadilan, produktivitas, pemberdayaan, serta
keberlanjutan (Komariah et al., 2019).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) vyaitu alat ukur guna menilai
kemajuan suatu wilayah dalam memperbaiki taraf hidup penduduknya, serta
menjadi acuan dalam menilai kemajuan suatu negara. Untuk menjadikan negara
maju, fokusnya bukan hanya pada peningkatan ekonomi tetapi juga
memperhatikan pembangunan manusia secara menyeluruh (Todaro & Smith,
2006). Badan Pusat Statistik (2019) menyatakan bahwa pembangunan manusia
mencakup dua aspek yang saling melengkapi, yaitu pengembangan kapabilitas
manusia melalui upaya meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan
perekonomian, serta pemanfaatan kapabilitas tersebut dalam aktivitas produktif
dan sosial. (Hidayat & Woyanti, 2021).

Indonesia memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus
meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 nilai IPM mencapai angka 71,92
kemudian terus meningkat hingga tahun 2023 yang berada pada angka 73,55.
Setiap tahun perkembangan IPM Indonesia terus menunjukkan tren positif,
dengan rata-rata kenaikan 0,51% per tahun. Akan tetapi, kenaikan IPM di
Indonesia belum diiringi dengan pemerataan tingkat IPM antar provinsi di
Indonesia. Masih terdapat perbedaan signifikan tingkat IPM di 34 provinsi di
Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Dari kacamata ekonomi, Indonesia
mempunyai wilayah strategis yang berperan sebagai pusat penggerak

perekonomian nasional selayaknya jantung yang menghidupkan perekonomian



negara. Pulau Sumatera merupakan pusat ekonomi Indonesia kedua setelah
pulau jawa, yang memberi kontribusi cukup signifikan terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) (Fajar & Nurfalah, 2020).

Tabel 1. 1 Perbandingan Luas Wilayah dan Kontribusi terhadap PDB

Nasional Menurut Pulau di Indonesia

Kontribusi
No. Nama Pulau Luas (km?) terhadap GDP
1 | Papua 786.000 km? 6,94%
2 | Kalimantan 743.330 km? 5,43%
3 | Sumatra 473.481 km? 22,01%
4 | Sulawesi 174.416 km? 6,37%
5 | Jawa 128.297 km? 57,05%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data dari BPS Pulau Sumatera sebagai pulau terbesar ketiga
di Indonesia setelah Papua dan Kalimantan, yang terdiri dari 10 provinsi dengan
luas 473.481 km? atau 24,6% dari luas seluruh wilayah di Indonesia dan dihuni
oleh 59,97 juta jiwa pada tahun 2023. Dengan kekayaan sumber daya alam serta
tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, semestinya dapat
dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong peningkatan IPM. Namun,
pemerataan pembangunan di Pulau Sumatera masih menghadapi tantangan. Hal
tersebut tercermin dari perbedaan tingkat IPM antar provinsi di Pulau Sumatera,
dimana beberapa provinsi memiliki nilai IPM yang berada di bawah rata-rata

nasional.
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Gambar 1. 1 Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Pulau Sumatera
Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Berdasarkan data dari BPS untuk rata-rata IPM pada seluruh provinsi di
Pulau Sumatera terus meningkat selama periode 2019-2023. Secara
keseluruhan provinsi di Pulau Sumatera termasuk kedalam kategori IPM tinggi
dengan indeks diatas 70, namun masih di bawah tingkat IPM nasional dengan
indeks 72,52. Apabila dibandingkan dengan rata-rata IPM nasional, hanya
beberapa provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki IPM di atas angka rata-rata
nasional dengan indeks rata-rata 72,52 yaitu Sumatera Barat dengan indeks
72,89, Riau sebesar 73,24, dan Kepulauan Riau sebesar 76,09, sementara
provinsi lainnya berada di bawah tingkat IPM Indonesia. Adanya perbedaan
indeks IPM antar provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan bahwa masih terjadi
kesenjangan pembangunan manusia.

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tidak lepas
dari peran pemerintah dalam pelaksanaannya. Melalui kebijakan anggaran yang

ditetapkan, pemerintah dapat mengalokasikan pengeluaran untuk membiayai



berbagai sektor publik yang berperan langsung dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Dua sektor utama yang sering menjadi prioritas
dalam rangka pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah sektor
pendidikan dan kesehatan. Investasi pada kedua sektor tersebut diharapkan
dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas manusia, sehingga tidak
hanya meningkatkan IPM tetapi juga membantu menurunkan tingkat
kemiskinan dalam jangka panjang (Mahendra, 2020).

Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja fungsi pendidikan sebesar
20% dari total APBN atau APBD sesuai yang diamanatkan dalam Undang
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan
ini menegaskan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan layanan pendidikan yang
layak. Selain itu, pemerintah juga wajib memastikan ketersediaan dana yang
cukup guna mendukung terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan
merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Mahfuzat et al., 2024).

Tabel 1. 2 Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan Di Pulau Sumatera (Miliar)

- Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan
Provinsi
2019 2020 2021 2022 2023
Aceh 4.387,08 | 3.909,95 4.193,48 | 3.506,79 | 3.986,62
Sumatera Utara 5.784,90 | 6.253,45 6.233,34 | 5.353,73 | 3.475,19
Sumatera Barat 3.185,36 | 3.029,42 3.030,71 | 2.162,66 | 2.159,84
Sumatera Selatan 3.024,48 | 3.293,58 3.361,67 | 2.463,12 | 3.109,78
Riau 3.071,28 | 3.345,64 2.405,27 | 2.137,63 | 2.487,43
Kepulauan Riau 1.043,95 | 1.031,11 1.232,80 832,07 942,53
Jambi 1.653,98 | 1.681,74 1.688,98 | 1.223,04 | 1.017,00
Bengkulu 1.070,75 | 1.152,61 872,13 885,57 913,39
Lampung 2.757,06 | 3.003,29 2.927,97 | 1.746,32 | 1.760,34
Bangka Belitung 832,04 994,13 820,82 594,98 876,25

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2024



Berdasarkan data di atas, alokasi belanja pemerintah fungsi pendidikan di
Pulau Sumatera antar provinsi memiliki realisasi yang berbeda disesuaikan
dengan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-
masing daerah. Provinsi dengan alokasi belanja pemerintah fungsi pendidikan
tertinggi yaitu Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6.253,45 Miliar pada tahun
2019, sementara Provinsi Bangka Belitung memiliki alokasi belanja pemerintah
fungsi pendidikan terendah dengan nominal Rp. 594,98 Miliar tahun 2020.

Kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh besaran penghasilan yang
diperoleh. Upah menjadi sumber utama pendapatan bagi masyarakat. Ketika
penghasilan meningkat, kesejahteraan masyarakat akan turut membaik, dan
sebaliknya jika upah menurun berdampak pada meningkatnya tingkat
kemiskinan (Ningrum, 2017). Menurut Sukirno (2003) upah adalah kompensasi
yang diterima pekerja sebagai imbalan atas partisipasi atas kegiatan ekonomi
yang menghasilkan barang dan jasa. Bagi perusahaan, upah berperan penting
karena besarnya upah yang dibayarkan kepada karyawan dapat memengaruhi
kelancaran operasional perusahaan. Tujuan pemberian upah ini untuk
mempertahankan karyawan, menjaga semangat Kkerja, dan memastikan
kelangsungan perusahaan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Perkembangan upah minimum setiap tahunnya akan mempengaruhi
peningkatan pendapatan. Keadaan tersebut menyebabkan kemampuan pekerja
dalam meningkatkan konsumsi belanjanya dan terjadilah peningkatan ekonomi
atau kesejahteraan masyarakat, artinya perkembangan upah minimum terbukti

mempengaruhi tingkat indeks pembangunan manusia (Rosyadah, 2021).



Kebijakan penetapan upah minimum diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Selain menjamin penghasilan buruh, kebijakan ini
juga diharapkan menjadi alat untuk mendistribusikan pembangunan secara
merata di setiap daerah (Faizin, 2021).

Tabel 1. 3 Upah Minimum Pulau Sumatera (Rp)

L. UMP
Provinsi
2019 2020 2021 2022 2023
Aceh 2.916.810 | 3.165.031 | 3.165.031 | 3.166.460 | 3.413.666

Sumatera Utara 2.303.403 | 2.499.423 | 2.499.423 | 2.522.610 | 2.710.493
Sumatera Barat 2.289.228 | 2.484.041 | 2.484.041 | 2.512.539 | 2.742.467
Sumatera Selatan 2.804.453 | 3.043.111 | 3.144.446 | 3.144.446 | 3.404.177

Riau 2.662.026 | 2.888.564 | 2.888.563 | 2.938.564 | 3.191.662
Kepulauan Riau 2.769.754 | 3.005.460 | 3.005.460 | 3.050.172 | 3.279.194
Jambi 2.243.718 | 2.630.162 | 2.630.162 | 2.698.940 | 2.943.033
Bengkulu 2.213.604 | 2.213.604 | 2.215.000 | 2.238.094 | 2.418.280
Lampung 2.241.270 | 2.432.002 | 2.432.002 | 2.440.486 | 2.633.285

Bangka Belitung 2.976.705 | 3.230.024 | 3.230.024 | 3.264.881 | 3.498.479
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dilihat dari data di atas, perkembangan upah minimum di Pulau Sumatera
menunjukkan kenaikan yang konsisten hampir di semua provinsi. Provinsi
dengan upah minimum terbesar yaitu Provinsi Bangka Belitung dengan nominal
Rp. 3.498.479,- pada tahun 2023 sementara Provinsi Bengkulu memiliki upah
minimum terendah dengan nominal Rp. 2.213.604,- pada tahun 20109.
Ketidakmerataan upah minimum menggambarkan perbedaan kondisi ekonomi
dan industri yang tidak merata di masing-masing provinsi, yang berdampak
pada daya beli masyarakat dan kesejahteraan pekerja.

Perbedaan upah minimum antar daerah memicu peningkatan kepadatan

penduduk, terutama di wilayah dengan tingkat upah lebih besar dibandingkan



tempat asal. Harapan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik melalui
penghasilan yang lebih tinggi mendorong adanya urbanisasi, yaitu peralihan
penduduk ke wilayah perkotaan. Arus migrasi ini mengakibatkan tingginya
kepadatan penduduk yang akan mempengaruhi ketersediaan sumber daya,
kesehatan, pendidikan, dan penghasilan penduduk yang dapat menurunkan
indeks pembangunan manusia (Handoyo, 2023).

Kepadatan penduduk yang tinggi seringkali dianggap masalah, tetapi hal
itu tidak selalu berdampak negatif pada indeks pembangunan manusia. Jika
dikelola dengan baik, kepadatan penduduk dapat meningkatkan produktivitas
ekonomi, memperluas akses pasar, dan memperkaya keanekaragaman budaya.
Dengan pengelolaan yang efektif, kepadatan penduduk dapat meningkatkan
kualitas hidup dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta pengembangan

sosial yang berkelanjutan (Handoyo, 2023).
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Gambar 1. 2 Rata-rata Kepadatan Penduduk Pulau Sumatera Tahun
2019-2023 (Jiwa/km?)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)



Gambar di atas menggambarkan rata-rata kepadatan penduduk pada
seluruh provinsi di Pulau Sumatera tahun 2019-2023. Provinsi Lampung
menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi dengan rata-rata
kepadatan 267 jiwa/km?, dan diikuti dengan Provinsi Kepulauan Riau dan
Sumatera Utara dengan masing-masing rata-rata kepadatan 260 jiwa/km? dan
206 jiwa/km?. Sementara itu, Provinsi Jambi menjadi daerah dengan kepadatan
terendah dengan rata-rata kepadatan 73 jiwa/km? selama lima tahun terakhir.

Kepadatan penduduk yang tinggi sering kali memperburuk ketimpangan
pendapatan sehingga menciptakan jurang kemiskinan yang semakin lebar.
Populasi yang meningkat membuat sumber daya terbatas, mengakibatkan akses
ekonomi dan layanan publik tidak merata, sehingga menyebabkan beberapa
kelompok masyarakat terjebak dalam kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah
yang sering kali terjadi hampir tak berujung dan menjadi akar dari berbagai
masalah sosial lainnya, seperti kriminalitas dan keterbatasan akses masyarakat
miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak, sehingga
berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Faizin, 2021).

Kemiskinan membawa dampak besar terhadap pembangunan manusia,
sebab permasalahan ini bersifat kompleks dan berawal dari rendahnya
kemampuan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Akibatnya, keperluan penting lain seperti pendidikan dan kesehatan sering
diabaikan. Situasi ini memperbesar kesenjangan antara pembangunan manusia
dan kemiskinan, sehingga target Indeks Pembangunan Manusia yang dirancang

pemerintah tidak terealisasikan secara maksimal (Hidayat & Woyanti, 2021).
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Tabel 1. 4 Penduduk Miskin di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (%)

Persentase Penduduk Miskin
2019 | 2020 | 2021 | 2022 2023
Aceh 15,32 | 14,99 | 15,33 14,64 14,45
Sumatera Utara 8,83 8,75 9,01 8,42 8,15
Sumatera Barat 6,42 6,28 6,63 5,92 5,95
Sumatera Selatan | 12,71 | 12,66 | 12,84 | 11,90 11,78

Provinsi

Riau 7,08 6,82 7,12 6,78 6,68
Kepulauan Riau 580 | 6,13 | 575 6,03 5,69
Jambi 7,60 7,58 8,09 7,62 7,58
Bengkulu 1523 | 15,03 | 1522 | 14,62 14,04
Lampung 12,62 | 12,34 | 12,62 | 11,57 11,11

Bangka Belitung | 4,62 453 4,90 4,45 4,52
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data dari BPS, setiap provinsi di Pulau Sumatera memiliki
persentase penduduk miskin yang berbeda-beda. Provinsi dengan persentase
penduduk miskin tertinggi yaitu Provinsi Aceh dengan persentase sebesar
145,33% pada tahun 2021 dan diikuti Provinsi Bengkulu dengan persentase
15,23% pada tahun 2019. Sementara itu, provinsi dengan persentase penduduk
miskin terendah yaitu Provinsi Bangka Belitung dengan persentase 4,45% pada
tahun 2022. Perbedaan tingkat kemiskinan antar provinsi ini menunjukkan
adanya kesenjangan kesejahteraan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor,
seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, serta akses layanan dasar.

Beberapa penelitian sebelumnya ikut serta menunjang penelitian ini.
Menurut hasil penelitian dari Rosyadah (2021) menyatakan bahwa upah
minimum dan kepadatan penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap IPM.
Sementara itu, dalam penelitian Hakim et al. (2024) memperoleh hasil bahwa

belanja fungsi pendidikan dan kemiskinan memiliki pengaruh negatif terhadap
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IPM. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Siregar et al. (2023)
yang mengungkapkan upah minimum tidak berpengaruh terhadap IPM,
selanjutnya dalam penelitian Sangkereng et al. (2019) menyatakan kepadatan
penduduk tidak berpengaruh terhadap IPM, dan dalam Hauzan et al. (2021)
yang menemukan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh signifikan terhadap
IPM, serta penelitian Hartono (2022) yang menyampaikan bahwa belanja fungsi
pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Sesuai dengan beberapa temuan dari peneliti sebelumnya, ditemukan
berbagai inkonsistensi dalam hasil penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu,
penelitian ini dapat menggambarkan pembaruan bagaimana faktor-faktor
seperti belanja pemerintah fungsi pendidikan, upah minimum, kepadatan
penduduk, dan kemiskinan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). Adapun kebaruan dalam penelitian ini yaitu penentuan lokasi penelitian
dan data yang digunakan. Belum banyak penelitian yang serupa dengan
penelitian ini yang berlokasi di Pulau Sumatera. Selain itu, belum banyak
penelitian yang menggunakan variabel kepadatan penduduk terhadap Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), sehingga dengan adanya penelitian ini dapat
berkontribusi atas keragaman hasil penelitian yang terkait. Kemudian, data yang
digunakan pada penelitian merupakan data terbaru mulai tahun 2019-2023 yang
bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan. Sesuai dengan penjabaran latar belakang
permasalahan sebelumnya, penulis tertarik mengulas kembali penelitian tentang

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan faktor-faktor yang
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mempengaruhinya yang berjudul “Pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi
Pendidikan, Upah Minimum, Kepadatan Penduduk Dan Kemiskinan

Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Pulau Sumatera”.

. Rumusan Masalah
Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang, fokus penelitian ini

tertuju pada 5 (lima) rumusan masalah yang dijabarkan dalam bentuk

pertanyaan diantaranya:

1. Apakah belanja pemerintah fungsi pendidikan berpengaruh terhadap Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera?

2. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) di Pulau Sumatera?

3. Apakah kepadatan penduduk berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) di Pulau Sumatera?

4. Apakah kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) di Pulau Sumatera?

. Tujuan Penelitian
Mengacu pada rumusan masalah yang sebelumnya telah dijabarkan,
tujuan yang akan diperoleh pada penelitian ini yaitu untuk menganalisis:
1. Pengaruh belanja pemerintah fungsi pendidikan terhadap Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera.
2. Pengaruh upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di

Pulau Sumatera.
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3. Pengaruh kepadatan penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) di Pulau Sumatera.
4. Pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di

Pulau Sumatera.

D. Manfaat Penelitian
Selain hasil yang ingin diperoleh, diharapkan hasil penelitian akan
memberi manfaat bagi para pembaca atau pihak yang merujuknya, di antaranya:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan
dan pemahaman yang lebih luas mengenai pengaruh belanja pemerintah
fungsi pendidikan, upah minimum, kepadatan penduduk, dan kemiskinan
terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Pulau Sumatera. Juga
menjadi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

2. Bagi pemerintah, diharapkan temuan dari penelitian ini memberikan
rekomendasi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera. Selain itu, penelitian ini
dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan yang lebih
tepat, khususnya dalam mengarahkan program dan alokasi anggaran guna
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan
dan merata.

3. Bagi akademisi, hasil analisis ini dapat memperkaya wawasan terkait
ekonomi pembangunan dan bisa menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya

yang ingin memperdalam analisis penelitian dengan topik sejenis.
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E. Sistematika Penulisan

Untuk menyajikan pemahaman yang lebih jelas terkait topik dan materi
yang dibahas dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan
yang menjelaskan alur pemikiran secara runtut dari awal hingga akhir. Berikut
adalah uraiannya:
BAB | PENDAHULUAN

Bab ini berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti, oleh karena
itu poin penting pada bab pendahuluan ini meliputi latar belakang penelitian
yang mencakup fenomena objek kajian dan data pendukung terkait. Kemudian
berisi tentang rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, serta tujuan dan
manfaat yang diperoleh dalam penelitian. Dan diakhiri dengan pemaparan
mengenai sistematika penulisan untuk mendapatkan arah penelitian.
BAB Il LANDASAN TEORI

Bab kedua membahas konsep dan makna penelitian yang dikaitkan
dengan teori-teori yang relevan. Bab ini juga menguraikan beberapa penelitian
sebelumnya yang melandasi penelitian. Teori juga hasil penelitian sebelumnya
akan digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kerangka pemikiran dan
pengembangan hipotesis, sehingga memudahkan pemahaman terhadap
penelitian.
BAB 11l METODE PENELITIAN

Bab ketiga yang menerangkan tentang variabel serta metode yang

diterapkan pada penelitian, oleh karena itu poin penting dalam bab ini meliputi
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jenis penelitian, objek yang diteliti, teknik pengumpulan data, definisi
operasional variabel, metode yang digunakan, dan uji hipotesis.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi jawaban atas pertanyaan yang tercantum pada rumusan
masalah. Pada bagian ini, dipaparkan hasil penelitian yang mencakup
implementasi serta analisis deskriptif dari hasil olah data yang dilakukan.
BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan rekomendasi untuk pihak terkait. Di samping itu,
akan dibahas kekurangan dari penelitian ini agar dapat digunakan sebagai

referensi untuk studi di masa mendatang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh belanja pemerintah

fungsi pendidikan, upah minimum, kepadatan penduduk, serta kemiskinan

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera selama

periode 2019-2023 yang telah disajikan dalam Bab IV memperoleh hasil

sebagai berikut:

1)

2)

Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara variabel belanja pemerintah
fungsi pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau
Sumatera tahun 2019-2023. Ini berarti bahwa hipotesis pertama pada
penelitian ditolak. Hasil ini mengartikan bahwa bahwa belanja pendidikan
belum sepenuhnya efektif meningkatkan IPM, karena anggaran tersebut
belum digunakan secara tepat dan belum merata dalam meningkatkan akses
dan kualitas pendidikan.

Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel upah minimum
terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera tahun
2019-2023, maka hipotesis kedua dalam penelitian diterima. Kebijakan
pemerintah dalam menaikkan upah minimum berdampak baik pada
peningkatan pendapatan masyarakat yang mempermudah akses terhadap
pendidikan, kesehatan serta perekonomian, sehingga berdampak pada

perbaikan kualitas hidup masyarakat.

91



3)

4)

5)
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Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel kepadatan
penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera
tahun 2019-2023, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ditolak. Hal ini
mengindikasikan bahwa kepadatan penduduk justru dapat mendorong
peningkatan IPM, karena wilayah padat penduduk cenderung memiliki
akses layanan publik dan infrastruktur yang lebih baik yang berkontribusi
pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara variabel kemiskinan
terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera tahun
2019-2023, maka hipotesis keempat dalam penelitian diterima. Hal ini
berarti kemiskinan yang tinggi akan menurunkan produktivitas ekonomi
suatu daerah karena kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar
seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga menurunkan kualitas sumber
daya manusia.

Secara keseluruhan atau simultan, belanja pemerintah fungsi pendidikan,
upah minimum, kepadatan penduduk, dan kemiskinan berpengaruh
signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau
Sumatera. Hal ini diketahui dari nilai F-statistic yang menunjukkan angka

0.0000 yang artinya lebih kecil dari signifikansi 5% atau 0,05.
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B. Saran
Berdasarkan temuan penelitian, peneliti menyampaikan beberapa saran
yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan maupun bagi
peneliti-peneliti berikutnya. Adapun saran dari peneliti untuk pihak yang
bersangkutan yaitu:

1) Bagi pemerintah, diperlukan kebijakan yang berdampak langsung bagi
masyarakat dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti kebijakan yang mendorong
peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan,
dan penyediaan lapangan kerja sebagai investasi jangka panjang. Dengan
penerapan strategi yang sesuai dapat memberi dampak positif pada
peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).

2) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas model penelitian,
menambah variabel, serta meningkatkan cakupan data yang digunakan.
Dengan begitu diharapkan dapat memperoleh pemahaman lebih mendalam
mengenai variabel yang diteliti dan terus mengembangkan keterbaruan yang

belum terdapat pada penelitian ini.
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